SALINAN

GUBERNUR BENGKULU

PERATURAN GUBERNUR BENGKULU
NOMOR 25 TAHUN 2015
TENTANG

JENJANG NILAI PENGADAAN BARANG/JASA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
POLITEKNIK KESEHATAN PADA DINAS KESEHATAN PROVINSI BENGKULU

Menimbang :

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR BENGKULU,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 105
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Jenjang

Nilai Pengadaan Barang/Jasa Badan Layanan Umum Daerah
Politeknik Kesehatan pada Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu;

I

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan
Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2828);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5063);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);
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Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan
Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5336);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang
Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan
Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);

. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah  Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3952);
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10.Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015
tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor
54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 5655);

11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum Daerah;

12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN GUBERNUR TENTANG JENJANG NILAI
PENGADAAN BARANG/JASA BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH POLITEKNIK  KESEHATAN PADA  DINAS
KESEHATAN PROVINSI BENGKULU.

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Bengkulu.

2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi
Bengkulu.

3. Gubernur adalah Gubernur Bengkulu.

4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu

5. Badan Layanan Umum Daerah Politeknik Kesehatan yang
disingkat BLUD POLTEKKES adalah Unit Pelaksana
Teknis pada Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu.

6. Direktur Badan Layanan Umum Daerah Politeknik
Kesehatan Provinsi Bengkulu yang disingkat Direktur
adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis pada Dinas
Kesehatan Provinsi Bengkulu.
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Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan keuangan
barang/jasa BLUD pada batas-batas tertentu yang dapat
dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum.
Penyedia barang/jasa adalah badan usaha atau orang
perorangan yang usahanya menyediakan barang/jasa.
Hibah tidak terikat adalah setiap pemberian yang
diterima BLUD Politeknik Kesehatan Provinsi Bengkulu
dalam bentuk rupiah, barang, jasa dan/atau surat
berharga yang diperoleh dari pemberi hibah yang berasal
dari dalam negeri atau luar negeri yang tidak terikat
dengan kepentingan apapun.

Hibah terikat adalah setiap pemberian yang diterima
BLUD Politeknik Kesehatan Provinsi Bengkulu dalam
bentuk rupiah, barang, jasa dan/atau surat berharga
yang diperoleh dari pemberi hibah yang berasal dari
dalam negeri atau luar negeri yang terikat dengan
kepentingan pemberi hibah.

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya
disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan
untuk memperoleh Barang/Jasa oleh
Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat
Daerah/Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari
perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh
kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa.

Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak
berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat
diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau
dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.

Pekerjaan Konstruksi adalah seluruh pekerjaan yang
berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan
atau pembuatan wujud fisik lainnya.

Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang
membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang
keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir

(brainware).
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Jasa Lainnya adalah jasa yang membutuhkan
kemampuan tertentu yang mengutamakan keterampilan
(skillware) dalam suatu sistem tata kelola yang telah
dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu
pekerjaan atau segala pekerjaan dan/atau penyediaan
jasa selain Jasa Konsultansi, pelaksanaan Pekerjaan
Konstruksi dan pengadaan Barang.

Swakelola adalah Pengadaan Barang/Jasa dimana
pekerjaannya  direncanakan, dikerjakan dan/atau
diawasi sendiri oleh K/L/D/I sebagai penanggung jawab
anggaran, instansi pemerintah lain dan/atau
masyarakat.

Dokumen Pengadaan adalah dokumen yang ditetapkan
oleh ULP/Pejabat Pengadaan yang memuat informasi dan
ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam
proses Pengadaan Barang/Jasa.

Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya
disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PPK
dengan Penyedia Barang/Jasa atau pelaksana Swakelola.
Pelelangan Umum adalah metode pemilihan Penyedia
Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya untuk
semua pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua Penyedia
Barang/Pekerjaan  Konstruksi/Jasa Lainnya yang
memenuhi syarat.

Pelelangan Terbatas adalah metode pemilihan Penyedia
Pekerjaan Konstruksi untuk Pekerjaan Konstruksi
dengan jumlah Penyedia yang mampu melaksanakan
diyakini terbatas dan untuk pekerjaan yang kompleks.
Pelelangan Sederhana adalah metode pemilihan Penyedia
Barang/Jasa Lainnya untuk pekerjaan yang bernilai
paling tinggi Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
Pemilihan Langsung adalah metode pemilihan Penyedia
Pekerjaan Konstruksi untuk pekerjaan yang bernilai
paling tinggi Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
Seleksi Umum adalah metode pemilihan Penyedia Jasa
Konsultansi untuk pekerjaan yang dapat diikuti oleh
semua Penyedia Jasa Konsultansi yang memenuhi

syarat.
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24. Seleksi Sederhana adalah metode pemilihan Penyedia
Jasa Konsultansi untuk Jasa Konsultansi yang bernilai
paling tinggi Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

25. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas
dan tagihan BLUD yang menambah ekuitas dana lancar
dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu
dibayar kembali.

26. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas
yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode
tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh
pembayarannya kembali oleh BLUD.

BAB II
PPENGADAAN BARANG/JASA
Pasal 2
(1) Pengadaan barang/jasa pada BLUD POLTEKKES
dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi
pengadaan barang/jasa pemerintah untuk kegiatan yang
bersumber dari APBD dan APBN.
(2) Pengadaan barang/jasa dilakukan berdasarkan prinsip
efisien, efektif, transparan, bersaing, adil/tidak
diskriminatif, akuntabel dan praktek bisnis yang sehat.

Pasal 3

(1) BLUD POLTEKKES diberikan Fleksibilitas berupa
pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan
yang berlaku umum bagi pengadaan barang/jasa
pemerintah.

(2) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
diberikan terhadap pengadaan barang/jasa yang sumber
dananya berasal:

a. Jasa layanan;
b. Hibah tidak terikat;
c. Hasil kerjasama dengan pihak lain; dan

d. Lain-lain pendapatan BLUD yang sah.
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Untuk pengadaan barang/jasa yang sumber dananya
berasal dari hibah terikat dapat dilakukan dengan
mengikuti ketentuan pengadaan dari pemberi hibah, atau
mengikuti ketentuan pengadaan barang/jasa yang

berlaku bagi BLUD.

BAB III
JENJANG NILAI PENGADAAN BARANG/JASA
Pasal 4

Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada

Pasal 3 ayat (1) yang bernilai sampai dengan

Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dibebaskan

dari ketentuan peraturan perundang-undanan yang

mengatur pengadaan barang/jasa pemerintah, dan dapat
dilakukan melalui pengadaan langsung dengan besaran
jenjang nilai sebagai berikut:

a. belanja pengadaan barang/jasa sampai dengan
Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Surat
Pertanggungjawaban (SPJ) dilengkapi dengan bukti
pembelian atau kuitansi dengan rincian pembelian,
Surat Setoran Pajak (SSP), Pajak Pertambahan Nilai
(PPN) , Pajak Penghasilan (PPh) dan faktur pajak;

b. belanja pengadaan barang/jasa dengan nilai lebih dari
Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai
dengan Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah),
Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dilengkapi dengan
kuitansi dengan rincian pembelian, Berita Acara
Penerimaan Hasil Pekerjaan dan Surat Setoran Pajak
(SSP), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak
Penghasilan (PPh) disertai faktur pajak;

c. belanja pengadaan barang/jasa dengan nilai lebih dari
Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), sampai
dengan Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah), Surat
Pertanggungjawaban (SPJ) dilengkapi dengan kuitansi
dengan rincian pembelian, Surat Pesanan/Surat
Perintah Mulai Kerja, Harga Perkiraan Sendiri (HPS),
Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan, dan Surat
Setoran Pajak (SSP), Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
dan Pajak Penghasilan (PPh) disertai faktur pajak;
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d. belanja pengadaan barang/jasa dengan nilai lebih dari
Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai
dengan Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah),
Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dilengkapi dengan
Surat Perjanjian Kerja, kuitansi dengan rincian
pembelian, Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan,
permohonan pembayaran, Surat Setoran Pajak (SSP),
Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan
(PPh) disertai faktur pajak, surat keputusan
panitia/pejabat pengadaan, fotokopi rekening bank,
fotokopi Nomor Peserta Wajib Pajak (NPWP), Fakta
Integritas para pihak, surat kesanggupan dipotong
pajak; dan

e. belanja pengadaan barang/jasa dengan nilai lebih dari
Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai
dengan Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah),
Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dilengkapi dengan
Kontrak Kerja, Jaminan Pelaksanaan, kuitansi dengan
rincian pembelian, Berita Acara Penerimaan Hasil
Pekerjaan, permohonan pembayaran, Surat Setoran
Pajak (SSP) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak
Penghasilan (PPh) disertai faktur pajak, surat
keputusan panitia/pejabat pengadaan, fotokopi
rekening bank, fotokopi NPWP, Pakta Integritas para
pihak, surat kesanggupan dipotong pajak.

Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada

Pasal 3 ayat (1) yang  bernilai lebih dari

Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dilaksanakan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang mengatur pengadaan barang/jasa

Pemerintah.

Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan berdasarkan

ketentuan pengadaan barang/jasa yang ditetapkan oleh

Direktur BLUD dan disetujui oleh Gubernur.
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(4) Ketentuan pengadaan barang/jasa yang ditetapkan
Direktur BLUD POLTEKKES sebagaimana dimaksud
pada ayat (3), harus dapat menjamin ketersediaan
barang dan/atau jasa yang lebih bermutu, lebih murah,
proses pengadaan yang sederhana dan cepat serta
mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk

mendukung kelancaran pelayanan BLUD POLTEKKES.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatan

dalam Berita Daerah Provinsi Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 18 Mei 2015

GUBERNUR BENGKULU,
ttd.
H. JUNAIDI HAMSYAH

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 20 Mei 2015

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA,

ttd.
H. SUMARDI

BERITA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2015 NOMOR 25

Salinan sesugi dengan aslinya
IRO HUKUM,

v

, KEPALA

M. IKH

L

AN, SH., MH

Pembina Tk. I
NIP. 19690905 199403 1 001



